GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR %% TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional, mengamanatkan  bahwa
peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Ind nnesi&;.VT&hu‘H_m}E@;}Vg,;w.,,w.,w
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); S
Undang-Undang Nomor 23 Tahun .2014 téntaﬂg_'

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 5587) ..
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2020 -

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  Tambahan
Lembaran Negara Republik EndonesiaiNcmor'_{ﬁS'? 3); _
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang =
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) & -
sebagaimana telah diubah dengan . Peratur an e }
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan - | |
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun | 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahanﬂ”f;' S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr:)r 64 02)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahiin 2017 tentang .
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara'- o _
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 ’I‘ambahan';_ R

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 603?) |
sebagaimana telah diubah dengan ~Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan':_-"
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Szpﬂ (Lembalan : .
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, '
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza o

Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negai"'a__--- _'
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam .

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republlk Indonesza:_ o
Tahun 2021 Nomor 525) ' '

b i
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada -
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546},

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang -
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi .
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan =~
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan -
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan =
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan - -
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat _ _
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah ..
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG - KEDUDUKAN _-: L
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA -
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN i
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriﬁtaﬁan'oieh: '
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas . -
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 1ua,snva B
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indone::ﬂa-' : .
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara’ Repubhk':
Indonesia Tahun 1945. :

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur k péiiVeiénggéfa i e
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan: pemenntahan S
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,




10.

i1.

12,

13.

14

15.

16.

17.

- & -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kahmantan Bax at yancr n
selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur penunjang urusan.'_'
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.- S

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembaﬁgunan Daemh;’: RO E

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana keglatan tekms operasmnal
dan/atau kegiatan teknis peﬂunjang pada Badan Perencanaaﬂ : SRt

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara vang seianjutnya disingkat ASN adaiah profem bagl__':f.-:_'_'__”
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanpan 1<:ez ja yang RS

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. -

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawal ASN'} S
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Pefjanjlan_?;f-j o
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan dlseram tugag:::.

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 1a1n11ya c'i
digaji berdasarkan peraturan per undang undangcm R B '

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ac’ia}ah marga negara.;l_i
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal Pega‘vvai ﬂSNt‘_x
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudula ; aba‘tan - : ._..:: il

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabataﬂ yang ber131 fungm dan{_"f__: '.: |
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admzmstram pemm m‘tahan':;_'_ b

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegaweu ASN yz—mg mendudulﬂ Jabatan"_._:.:i e :

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

.Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang bens1 fungsz danff--_i_._.f:
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang berda&arkan pada el

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang" mendudukz Jabatan

Fungsional pada pemerintah P1 ovinsi Kalunani:an Barat:

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungszonal y&ng_
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangl{atan anbat_---

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional meialm Penyesuaaan / Inpassmg: e

pada jabatan fungsional yang setara.

Koordinasi adalah koordinasi pezencanaan pembangunma yak.m upaya-. = "
untuk melakukan komunikasi dan dlaloo‘ antar dmas 1embaga tekms, umt i i
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar Daerah Kabupaten/ Kota e :'ﬁ'
serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan keseras1an dan-"'j:.-__:' |
sinergi, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapa1an tu;uan kebual«:aﬁ o | |
pemanfaatan sumber daya, keuangan dan pemecahan masalah/konﬂﬂ{':f‘f-f;._-: S

yang bersifat vertikal, horisontal dan hmzas vert1l<:al~horlscm“ca1
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BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai keientua,n _
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappe:da'
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

perumusan program kerja di bidang perencanaan pambansunan daeiah

perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya perencanaanf S

fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan - ekonomi, Serm'-'
erencanaan, pengendalian dan evaluasi nemban nan;
p p

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanazair

fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan - ekonomi, - serta

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunarn;

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan’ di bxdang'.
perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber g "

daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluas:t R

pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; =

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan sosial
budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan
ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sosial budaya, =~
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomg” S

serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja- Instaﬁs:

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Bappeda; dan




-6 -

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang d1bel1kan oleh
Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan. o

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Perencanaan Sosial Budaya;

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumbea Daya
Bidang Perencanaan Ekonoini; _ i
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasn Pembangunan

Unit Pelaksana Teknis; dan

SR e a0 o

Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum da}am Lampﬂan L

yang merupakan bagian tidak terpzsahka:n dari Peraturan Gubemur 1111

Bagian Ke‘tiga’ 3
Kepala Badan

Pasal 6 |

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufff a,--":' :

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, menuoordmasﬂ{an ‘membina;

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasz dan meiaporkan I{eglataﬂff:; ﬁ_;:__'
Bappeda di bidang perencanaan pembangunan daezah sesueu ketenman e

peraturan perundang-undangan.

_Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebaga1mana dzmaksud dalam Pasal 6 I{epaia}_'

Badan mempunyai fungsi : : : e e _

a. penetapan program kerja ch b1dang perencanaan stjéiai budaya :-.:' g
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonom1 :
serta perencanaan, pengendalian dan evaiuas:t pembangunml, ey o

b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan somal buda}fa pelencamaanjj_-

fisik, prasarana dan sumber daya," perencanaan ekonoml serta'f.?-';_'
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembansfunan, - ;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan .Sosm} budaya--_-:-

perencanaan fisik, prasarana: dan sumber daya, perencanaan ekonaml
serta  perencanaan, pengendahan dan  evaluasi- pembangunan gesua:tf:.:j_;.g

ketentuan peraturan perundang—undangam

i
|
i
!
;
|
i
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d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan ' sosial

budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya; perencanaan

ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; |

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan sosial’ =
budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, - perenca:naan"_ :

ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunaﬁ, :

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm “di 1mgkungah

Bappeda;

a

publik di lingkungan Bappeda;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan refbrﬁ;aéi “b'irdkré‘si’,t‘*
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP} dan 'pelayaz';'an i

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegza‘tan ch R
bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan’ L
sumber daya, perencanaan ekonorni, serta perencanaan, pengendahan danl_' o

evaluasi pembangunan;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan o
perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budava, perencanaan'-,:_ ENE e R
fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonom1 ' ser_ia ST

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan SRR

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantua,n i b1dang perencanaanf
pembangunan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai keteﬁiuan S

peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Selretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) hmuf b dlpnnpm _:
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan ber‘ianggung]awab kepada : e

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perﬁnﬁusén '3{ebijékén""'&ii.:;_ﬁlz'-'__;._ ':
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur keuaﬂgan S
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh keglatan'_a;_'.-' e b

pelayanan dan administrasi di lingkungan Bappeda,

Pagal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 Sekretanatf _:' B

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bldang rencana 1{61‘_]3.,.: e

monitoring dan evalua51 umumdamaparaiur -serta- keuangan dan aset

1




L

~c. penyelenggaraan urusan dan. ‘pelayanan "di bxdang rencana _ 1<er3a
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asei dl e g
lingkungan Bappeda sesuai hetentuan peratuzan perundang~undangan £ s
d. pengoordinasian dan fasilitasi di- bxdang rencana kez 3a, rnomtomng danf’il_.'::f_"": PR
evaluasi, umum dan aparatur, serta’ keuangem dan aset T R | |
e. pemberian dukungan pelayanan ‘administrasi ch bldang penyusunan e o b
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta*:_i’ilg_'-._"'_Z_'
keuangan dan aset di lingkungan Bappeda; - -_ R A
f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja d1 hngkungan ?f*::_i L
Bappeda sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan : : |
g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Slstem Akuntabﬁltas e
Kinerja Instansi Pemerintah - (SAKIP) dan peiaya:nan pubhk d1 llngkungan
Bappeda,; i

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas daﬁ fungsz dl Img}{ungan
Sekretariat; : S S

i. pemberian saran dan pertlmbangan kepada Kepala Badan berkenaanf*’
dengan tugas dan fungsi di bldang kesektetarzatan ' : o

j- pelaksanaan monitoring, evaluasz dan pelaporem tezhad&p pelaksanaan
tugas dan fungsi di hngkungan Bappeda dan ' e -

k. pelaksanaan fungsi lain di b1dang kesekretamatan yang dlserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peratm an perundang—undangan

,Pasal'li

{1} Sekretariat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8 membawahi'?;:':_'.f

a. Sub Bagian Umum dan Aparatir; dan S
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.’

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masnw—masxng dip1mpm"
oleh seorang Kepala Sub Baglan ya,ng berada 'di'" bawah dan’
bertanggungijawab kepada Sekretams : S

Pasai 12‘ |

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebaga:imana d1 maksud eiaiam Pasal 11" ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahai ke'bigakan: d1
bidang umum dan aparatur serta menﬁendahkan peiaksanaan kema‘tan sesu

dengan tugas dan fungsinya. : SRR L

Pasal 1 3

Bagian Umum dan Aparatur mempunya: fung31 BN 2
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur,

b. pengumpulan, pengolahan bahan  dan pemmusan kebuakén d I
umum dan aparatur ch hng}iungan Bappeda, s




Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud cialam Pasal 11 ayat A __
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebgakan i R
bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan I{euangan dan aset d}.'_:-';. :
lingkungan Bappeda, serta mengendahkan pelaksanaan kegmtan sesuai’ T

-0-

pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesua1 ketenmem S

peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksaﬁ&an tugas - dan fungSI di : =

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungm ch bidang S

umum dan aparatur;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub

Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan -
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; i

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan- Iaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan -

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yaﬁg dlsmahkaﬂ RIS

oleh sekretaris.

Pasal 14

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 14 Sub

Pasal 15

Bagian Keuangan dan Aset m@mpunyaa fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan cia:n Asei,

pengumpulan, pengolahan bahan dan pelumusan keblgak&m ch bidang_:j:’:.5_:'_._j“:_-;':ﬁf_':-'__

keuangan dan aset di lingkungan Bappeda;

pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset penyusunan lapomn.if_:f"-
keuangan dan aset di hngkungan Bappeda sesuai k:etentuan peraturan;@_ﬁ SRR

perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 ch

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fung31 d1 b1dang-:-.;_._'_ g. -

keuangan dan aset;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaem tugas pada Sub _1':' i

Bagian Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretama berkenaan {iengan e

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan . 1aporem terhadap L

peiaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan’ aset dan-

pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang dzserahkan oleh

sekretaris.
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Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 ayat' £

{1} huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bezada dz 'bawah da:ﬂ e
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. :

Pasal 17

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan_' o
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber

daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan’ daerah, * dan

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, serta beztemggung;awab?“

memimpin  seluruh  kegiatan pelayanan dan admlmstrasz d1 bidang S

perencanaan sosial budaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 B1da1‘1g‘j:_:-'." -

Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. penyusunan program ketrja Bidang Perencanaan Sosial Budaya

b. penyiapan bahan dan perumusan kebzgakan teknis di bzd&ng perencanaan o

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan- pembangunan5-3:’_-1_.'-5
pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan_{f i

sosial;

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerzntahan d1 bici'a‘ng:_'_- ey
perencanaan pengembangan sumber daya mariusia,. perencanaan e P
pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangtman Chd e

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peratm*an pemndangmndaﬂgan

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtah daezah di bldang' =
perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan-.._-_*f__ﬁ_'f__i._-_.
pembangunan pemerintahan daerah, dan pelencanaan pembangunan._' o

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang»undangwn

e. pengoordinasian terhada elaksanaan tugas di bidang erencanaan
p p & g PR
pengembangan sumber daya manusia, - perencandan . pembangunan e

pemerintahan daerah, dan perencanaan pembaﬂgunan kese;ahteraaﬁ--f.'
sosial; . T

f.  pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dsm fung31 dif?;i

bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perenc:anaan =

pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunam;_""_"-‘.;'fi R

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan per undang-undaﬁgan S

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan_{_._';_5__'__:;: -
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembanwan sumbe;_;-_::,”_'{; N
daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah dan:}:_' B

perencanaan pembangunan kesmahteraan sosz.ai
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanasn =

tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembangan sumber- daya
manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan - daerah ci S

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial; dan-

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaia Badan d1 blciang:_'-]- _
perencanaan sosial budaya - sesuai ketentuan - pelamr&m perundang-*.. R B

undangan.

Bagian Keenam : _
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya =~

Pasal 19

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber . Daya. - sebagaimarna

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bzdang_f

vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pasal 20

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyal tugas';-.:{-_ ey
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bldang perencanaan’ '_ T
pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, BEs
perencanaan pembangunan sumber daya alam dan hngkungan hidup, serta"’f
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayaﬁan dan adm1mst1as1 dl __ et

bidang perencanaan fisik, prasarana dan surnber dava.

 Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuci daiam Pasal 20 Bzdang '_ :5:-"-' ih

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunya; fungs,1

a. penyusunan program kerja Bidang Perenean&an F181k Prasaraﬁa dan TEND LIS P

Sumber Daya;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidar}.g perencanaan_-;;_"'_
pembangunan infrastruktur, perencanaan pembaﬂdunan ‘tata ruang
wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya aiam dan hngkuﬂgan*ﬁt”: Seae A

hidup;

c. penyelenggaraan unsur penunjanw urusan pememntahan d1 bidanglfﬁ SRy
perencanaan pembangunan infrastruktur, perencaﬁaan pembangunan iata'-_f e A
ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber: daya - alam dan_-.'

lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundaﬂgﬂmd&mgan,

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeuntah daerah di blc{aﬁg;’_f _:_:: :
perencanaan pembangunan infrastruktur, perércanaan’ pernbangunan tata. . o o
ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber “daya alam - dan"f-;f_. Sl

lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang«—undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan -tugas ‘di b1dang pez*encanaan;‘.
pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata. ruang. o
wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan .‘imgkungmi}f etk

hidup;
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 'tugas dan fung31 d1i RS
bidang  perencanaan  pembangunan  infrastrukiur, .- peiencaﬂaan’_'_': L
pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan. pembangunam sumber ;o
daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan pemndang-_._fj-‘i IR B

undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Badan berkenaanf. "

dengan tugas dan fungsi. di bidang perencanaan pembangunan”__:;
infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang - wilayah,;.

perencanaan pembangunan sumber daya alam dan ]ingkungaﬂ hzdup, L
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pe]aksanaaﬁ

tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur,: ._: :
perencanaan  pembangunan tata = ruang ~wilayah, pereneaua&n_j_ :

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hldup, dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh- I{epala Badan di bidaﬂg_{';':f
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya -‘sesuai’ ketentuan"i_gj e

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Ekonomi

- Pasal 22

Bidang Perencanaan Ekonomi sebaga;mana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1):;:-":;
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada d1 bawah dan;f_ e

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyzapkaﬂ bahan dan‘_-:;"f'- o L
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomz-:_'_;-_'_ i
dan kerjasama pembangunan, perencanaan . pembangun&n pertamaﬂ,'_.-f".f": o
kehutanan, perikanan dan  kelautan, perencanaan pembangunan o
perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha nizkro, Kecil danf"_'-;f:f e
menengah, serta bertanggungjawab memimpin seiuruh kegmiem pelayanan'ff:_f Db

dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi.

-Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dxmaksud dalam: Pasal 23 Bzdangf;;:.:-':’;f

Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan L‘konomz

b. penyiapan bahan dan perumusan kebl}akan teknis d1 b1dang perencanaan?;
pembangunan ekonomi dan - kerjasama pembangunan pez‘encanaan"-'__;'ﬁ'__-;' S Q

pembangunan pertanian, kehutanan, ‘perikanan  dan - kelautan,

perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, .0

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
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¢. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemermtahan a biidang" |
perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama - pembangunan; ;-
perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan 2
kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrlan .
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah" sesual ketentuan' R
peraturan perundang-undangan; N

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah daezah d.i _
bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pem’bangunan,-
perencanaan pembangunan  pertanian, kehutanan, - pemkanan dan - _
kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan permdubtrlan L
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menenfrah sesua; ketentuaﬂf_ :
peraturan perundang- undangan

e. pengooirdinasian terhadap pelaksanaan tugas di blda:ag perencanafm tH
pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan perencamaan _
pembangunan  pertanian, kehutanan, perikanan da.n kelautan
perencanaan pembangunan perdagangan, permdustman pariwlsa.ta vl
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; |

f. pembinaan dan pengawasan terhadap: pelaksanaan. iugas dan fungs1 d1__ il
bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan e
perencanaan pembangunan pertanian, = kehutanan, pemkanaﬁ dan’
kelautan, perencanaan pembangunan —perdagangan, permdusman R
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan mer;engah Sesual 1«:@‘&611&1&1’1}_:_5_:-'-
peraturan perundang-undangan; .

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan ber kenaan_'_{ e
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan: pembangunan ekczncmi-i:,';'”;;'{ s
dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertaman s
kehutanan, perikanan dan kelautan, = perencanaan. pembangunan_ N
perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha Imkro kecﬂ dan‘_;._'. AR
menengah; . " :

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaanf!_:_‘ S
tugas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama .
pembangunan, perencanaan pembangunan = pertanian, . iaehtltanzaji sl
perikanan dan kelautan, perencanaan - pembangunan perdagaﬂgan |
perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dani;_..: .

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala :uadan d1 bldangf;: .
perencanaan ekonomi sesuai ketenmam peraturan perundang undantfan :

Bagian Kedelapan

Bidang Perencanaan, Pengendahan dan Evalua& Pembangunan |
Pasal 25
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pérhbanguﬁaﬁ 'sébégéi.maﬁ:éf”

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bzdarw e
yvang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ' =
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- Pasal 26

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem’bangunan mempunyai_'__ i
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan ‘kebijakan teknis “di bldang"-_z-
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, penge:ndahan evaluasz da,n'_ R S
pelaporan perencanaan pembangunan daerah, - evaluasi perencanaanl:
pembangunan provinsi, evaluasi perencan&an pembangunan kabupaten / kota,-_t--__

serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegmtan pelayanam dan

administrasi di  bidang perencanaan, pengendaha.n dan _evaluas13';-':.-:'-:"_-:-':'f-_:'_

pembangunan daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 26 Bldangf'":::::._'_;:_-_3':3
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyaz fungs'"‘ e BEa

a. penyusunan program kerja Bidang . Perencanaan,_ Pengendahan'_:_dan."ﬂ._"”'

Evaluasi Pembangunan;

b. penyiapan bahan dan pemmusan keszakan ’cekms d1 bzdang p61 erxcanaan"
dan pendanaan, data dan 1nf01 masi, pengendahan, @valuasz dan pelapman .

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusa:ﬂ pemermtahaﬁ d1 bzdang
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendahan evaiuasi"ff
dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan?
peraturan pezundang-undangan : : : e

d. pemberian dukungan terhadap - penyelenggaraaﬂ pemermtah daera' ;:"d"
bidang perencanaan dan pendanaan data ‘dan mfo1rnas1 pengendahan _
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daezah sesualf'_fﬁ
ketentuan peraturan perundang—undangan ' R e

e. pengoordinasian terhadap peiaksaﬁaan tugas di bldang perencanaan; an
pendanaan, data dan informasi, pen@endahan evaluas1 d&l’l peiaporan-_
perencanaan pembangunarn daerah, ' i - :

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksamaan tugas da;n funwsa d:{.
bidang perencanaan dan pendanaan data’ dan’ mformasa pengenciallan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembanguﬁan da@rah sesuéuf
ketentuan peraturan pemndang~unda11gan : S

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada I{epala Badan berkenaan._
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penda:aaan da‘ta" ; an
informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan daerah; ' § - 5 -

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pe}ﬂksanaan;ff

tugas di bidang perencanaan dan pendanaan data dan*""'" yrmasi,
pengendalian, evaluasi dan- pelaporan pezencanaan _ pembangun_
daerah; dan : ' o

perencanaan, pengendalian dan evaluasi- pembanguﬁaﬂ daerah sesu'aa_-
ketentuan peraturan perundang- undangan ' S
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Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) S
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan ’cel«:ms opemsmnal BRI

atau kegiatan teknis penunjang Bappeda.

{2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1pzmp1n oieh _:5 o
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada R

Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja__" S e
Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Gubei‘ﬂuf :

sesual ketentuan peraturan perundang-«undangan

Bagian Kesepuluh _ |
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional . =

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalarﬂ Pasai 5 ay&t:_r'_'_-:' | -_
(1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan gabatan melaksanakan G Sl
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan Lemzs’_._ RS

fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui- penye’earaan jabatan dﬂakukaﬂ |
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan darz kementerlan_?_ﬂ-- S

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud" pada ayat ( 1}'.’-‘_3'-_: o
berkedudukan di bawah dan be1tanggung jawab ‘secara 1angsung I{epacia'_'-_' Lo

Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dllakukan penyetaraanﬂ AR ey
dan/atan penghapusan Jabatan Administrasi -~ ke dalam - “Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordma‘i:or dan/ atau Sub Koozdmatoz Rk
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fung&n tertentu ya,ng RS
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yanof_- £ R
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan pemndangwundangan yang. - ERaE

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordma‘tor ' Jaba‘tan':'
Hungsional. : '

(5) Penetapan, rincian tugas daza fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub- Koordmator Kelompoki S
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, -diatur ‘Jebiki: -

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesua1 ketentuanf';"
peraturan perundang-undangan. : '
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Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional:  yang dzangkat 5 melalw R
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah “dan bertanggun Jawab'f'_
secara langsung kepada Pejabat szpman Tinggi Pratama, Pejabat %
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keter ka;tan dengan o
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjaﬁgnya sesuatt SRS

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Kelompok dJabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)_"_: - :_'
memiliki tugas memberikan  pelayanan fungsional yang - berdasarkanl_ _f =
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan pe:taturan perundanw— ; s

undangan.

{3} Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesueu ketentuan';_'__:

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum dlangkat dan dﬂant}k:f o
kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan Jabatan yang dmuduki-;-;_'g---"_'
sebelumnya sampai dengan - ditetapkannya = ketentuan pelamran.f;' L
perundang-undangan mengenai .‘i«:etentuan penghasﬂ_an Penyeiat aan’_:_} g

Jabatan,

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungszonal yahg akan dlduduiﬂ dzsetarakan :__'.5':_:
dengan kelas Jabatan Administrasi yang d1duduk1 sebelumnya sampal_-_j_ :

dengan ditetapkannya ketentuan penghasﬂan Penyetal aan J abaian

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki Sebagazmana dzmaksud'f‘f: :"':': ":'_f Sl

pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang. leblh tinggi, kelas Jabatan.

Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti:: peraturan perunda}ng- o

undangan yang mengatur mengenai kelas Jaba‘tan Fungmona}, tertentu

BABIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33'

(1} Kepala Badan diangkat dan diberhentzkan oleh’ Gubernur darl Pegawax ASN:_-"'; o
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peratul an perundangﬂf_’-_

undangan. : : : _
(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungszomal diangkat dan Pegawa1 ASNf

yang memenuhi persyaratan  sesuai I{etentuan peraturan perundang{;_

undangan.

(3} Pengangkatan dalam jabatan di imgkungan Bappeda mempexhaﬂkmli-;.t B
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundanb_ -

undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karzr ‘masa’ Jabaiml bag}f_:f:.__ : g
Pegawai ASN dalam suatu jabatan dlsesuaikan dengan .keter;tuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di 11ngkungaj1 Bappeda dzsusun sesuai ke‘tenwanf:::_"f:f:ﬁ?;Ej'_'iz.f'

peraturan perundang—undangan
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Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan' o
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang'_ ;
tugasnya, sampai dengan peraturan yang menga’tm memgenal
penyederhanaan birokrasi berlaku. : L . =

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan Sebagalmana]j S
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan Sebag1an i{ewemangan] SIS
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan_}' R
ketentuan peraturan peru11dang~undangan e

(3} Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan sebagmmama'
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25%' {dua: puluh lima =
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat. setingkat SiUa
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapair Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan :
pengembangan profesi. : _ '

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasgal 35

(1} Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memm&pm membma, : -
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberﬂ{an petunjuk ker}a__"'-__:_j P
kepada bawahannya. _ e

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat. Admlmstrasrt dan Pejabat S E
Fungsional wajib menerapkan prinsip - koordinasi, mtegrasz ~dan - TN
sinkronisasi, baik di lingkungan Bappeda maupun antar Perangkat Daerahgi'}: SO E
lain sesuai dengan tugas dan fungsmya R R |

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib meiaksanakan fungs;. pengawasan:_-v Lo
di lingkungan Bappeda dan mengambil langkah- Iangkah yang daperiukan' A A o
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perunciang{-’ L
undangan. : - :

Bagian Kedua
Laporan-

Pasal 36

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan peiaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur - melalui Seiqetans Daerahf"i-"_f e
perihal kebijakan yang ditetapkan. T S

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kmerja kepada Gubernur_ L fe
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang d1susun sesual i
ketentuan peraturan perundang- -undangan. -
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Bappeda wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peiaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keteiangan kepada’ atasari masmg— S
masing sesuai dengan tugas dan funcrsmya '

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan vang diterima dari bawahar_l dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan -
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

{1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi. dxbebankan pada_rl'
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah. '

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas iamnya’ o
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negala ' e

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Bappeda d1teiapkan_;j:__"':::_."j._Q.'f.' ik
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundemg—undangan

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung}awab ch bldang'_:f'.-:_“__._ Sl
organisasi memberikan asistensi dan . fasilitasi terhadap penataan“___.-.
organisasi Bappeda sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan SR

{(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama da§am_:fi_';:
kegiatan pembinaan dan pengendalian . orgamsas1 Bappeda sesuai’?r?
ketentuan peraturan perundang-undangan. o '

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya agar selumh Pejabat;;_f;
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman - pada ketentuan"_-:_ sl
peraturan perundang-undangan. o

BAB Viil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawa,l ASN Yang ::i_. -
melaksanakan tugas pada Bappeda tetap melaksarnakan tugasnya Se‘paﬂjang_:_s_ -
belum ada penugasan yang baru dari Pe;abat Pembma Kepegawaian s B
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. BAB IX
KETBNTUAN PENUTUP

: Pasal 40 :

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku Pe1 a‘cman Gubemua Nomor.___.
121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Qi‘gamsam, Tuga:f'dan ‘Fungm :
serta Tata Kerja Badan Per’éncanaan "Pembanguﬁaﬁ-n er
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provmsl Kahmantan Barat Tahun 2016_:’;'_-
Nomor 118) sebagaimana teiah dm‘bah bebmapa 1{&11 dan terakh;r dengan"
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentzmg Perubahan' Keciua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 121 "I‘ahun 2016 tentang Keduduk_ s Susinar
Organisasi, Tugas dan Fung81 serta’ Tata Kerja Badan Perencanaanf.-f
Pembangunan Daerah Provinsi Kahmantan Barat (Benta Dae'rah va11131
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 72), dlcabu’i: dan dmyataka’
berlaku. " : :

".Paslai'éll s

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahumya memer mtahkan pengundangan : eraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam : Berita Daerah
Kalimantan Barat. ce e

Dnetapkan dl pOﬂﬁaﬁak |
Pada tanggag i«z ? e :

) GUBERNUR KALIMANTA BARAT,

Sutammipor

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ¢ Yuny L

SEKRETARIS DAERAH o
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, =

C e

A.L. LEYSANDRI

A

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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